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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya peran dari
komunitas masyarakat pecinta lingkunan dalam pemenuhan ruang
terbuka hijau di Kota Depok. RTH sendiri merupakan bagian dari
kebijakan penataan ruang kawasan yang memiliki manfaat tinggi dengan
tidak hanya dianggap sebagai upaya penyeimbangan kualitas lingkungan,
tapi juga dapat dijadikan identitas kebanggaan kota yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dimana fasilitas tersebut memiliki batas minimal
pengadaan sebanyak 30% dengan rincian proporsi 20% untuk ruang
public, dan 10% untuk ruang privat. Selain itu dalam penelitian ini peneliti
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data
dari jurnal artikel, buku, dokumen pemerintah, media sosial serta Web
resmi Daerah yang kemudian yang di analisis menggunakan model
sekunder hingga mendapatkan kesimpulannya. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukkan kepada Pemerintah Kota Depok
untuk mampu secara maksimal memanfaatkan komunitas tersebut
sebagai pemeran dalam pengadaan RTH di Kota Depok.

This study to aims describe the importance of the role environmental
community in fulfilling green open spaces in Depok City. RTH is part of spatial
planning policy that has high benefits and is not considered as an effort to
balance environmental quality, but can also be used as the pride of the city as
mandated in Undang-Undang No. 26/2007 concerning Spatial Planning, where
the facility has a minimum procurement limit of 30%, with details of the
proportion of 20% for public space and 10% for private space. In addition, this
study used qualitative research methods by collecting data from journal
articles, books, government documents, sosial media and the official regional
website, which were than analyzed using a secondary model to get the
conclusion. The results of this study were expected to be submitted to the Depok
City Government to be able to maximally utilize the community as an actor in
the provision of green open space in Depok City.
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PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari organisasi masyarakat yaitu komunitas
pecinta lingkungan di Kota Depok dalam pemenuhan ruang terbuka hijau. Pembangunan dan
perkembangan pesat kota Depok memberikan imbas pada lingkungan. Salah satu imbas dari
pembangunan dan perkembangan pesat Kota Depok dengan bertambahnya jumlah bangungan
sehingga mempersempit lahan ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah
satu bentuk dari pengendalian masalah lingkungan dalam mewujudkan konsep smart environment.
Dimana smart environement merupakan salah satu bagian dari dimensi smart city yang mendukung
terwujudnya lingkungan cerdas dalam penanganan masalah lingkungan yang terintegrasi dengan
teknologi, informasi, dan komunikasi.

Menurut Naes, lingkungan memiliki aspek penting dalam tata kelola kota dan pembangunan.
Dimana keberhasilan pembangunan suatu kota tidak hanya dilihat pada pertumbuhan ekonomi,
namun juga pada kelestarian lingkungan. Sebab ketika pengelolaan lingkungan gagal maka akan
berimbas pada sumber pembangunan. Sumber pembangunan yang dimaksud yaitu ketersediaan
lahan, akses air bersih, kualitas udara yang sehat, dan lainnya. Ketika sumber pembangunan ini
terusik, maka akan berdampak pada lingkungan hidup menjadi tidak aman dan layak huni. Kerusakan
lingkungan terjadi tidak hanya berdampak pada pembangunan, tetapi akan mengancam eksistensi
manusia.

Situasi perkembangan serta pertumbuhan manusia yang ada di Indonesia semakin pesat dari
waktu ke waktu, perkembangan tersebut terlihat dari terus meningkatnya jumlah manusia yang hadir
dengan segala macam tuntutannya (Arifiyanti et al., 2014). Dalam perkembangannya, wilayah
perkotaan di Indonesia merupakan sentral dan area starategis dalam tatanan nasional dari berbagai
kegiatan masyarakat dalam sektor politik, hukum, pertahanan, ekonomi, sosial budaya, bahkan
keagamaan (Hidayat & Pradana, 2020). Sehingga sangat dirasa perlu adanya perhatian serius dalam
hal penataan dan pemanfaatan ruang, khususnya terkait penyediaan fasilitas bagi publik seperti
kawasan permukiman, fasilitas umum dan sosial serta ruang terbuka hijau di perkotaan (Pangesti &
Dwirani, 2018). Farisi (2017) menjelaskan bahwa fasilitas ruang publik yang disediakan tersebut
dipandang penting karena dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi sosial maupun kegiatan
lainnya seperti ekonomi yang mampu membantu meningkatnya kualitas hidup masyarakat menjadi
lebih produktif.

Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang
penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20%
publik dan 10% privat. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau, RTH di
sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi
tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa
kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.
Pemerintah kota Depok telah meyusun Langkah strategi sebagai bagian dari bentuk implementasi
terhadap kebijakan sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPIJMD) tahun 2016-2021 Kota Depok serta serta janji kampanye Walikota terpilih kota depok
periode 2016-2021 yang mana salah satunya menyangkut pemenuhan RTH taman di setiap kelurahan
(taman terpadu) di 63 titik lokasi.

Pada tahun 2019 di bangun 42 taman keseluruhan terpadu atau DLHK Kota depok, namun pada
saat pelaksanaannya terdapat kedala dari pihak masyarakat yang menolak tapi akhirnya dapat
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diselesaikan (Faiz, 2019). Pengadaan RTH sendiri tentunya tidak cukup hanya dengan mengandalkan
peran dari pemerintah setempat (Purnomo et al., 2018). (Purnomo et al., 2018) menegaskan bahwa
dalam setiap tahapan proses pengadaan dan pengembangan RTH diperlukan peran dari seluruh
elemen Kkota, salah satunya adalah masyarakat (Probosiwi, 2018). Hal tersebut perlu ditingkatkan
agar dapat optimalnya fungsi serta manfaat yang dihasilkan oleh adanya RTH yang diharapkan
kemudian mampu memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup
(Ramadhayanti, 2020). Oleh karena itu penelitian ini akan memberikan pandangan serta pernyataan
tentang bagaimana pentingnya keberadaan Komunitas Pegiat Lingkungkan dalam membantu
Pemerintah Kota Depok untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.

Penataan Ruang yang memberikan kewajiban kepada perkotaan untuk mengadakan RTH,
Pemerintah Kota Depok juga mengatur kebijakan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 —
2023 (Anggiani & Rohmat, 2020). Aturan terkait pengadaan RTH di Kota Depok sendiri juga
berdasar pada amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pemerintah Kota Depok
berupaya untuk terus menjalankan kebijakan dengan menetapkan strategi mempertahankan fungsi
dan menata ruang terbuka hijau yang telah ada, mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah
beralih fungsi, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau melalui pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, mengukuhkan kawasan pertanian lahan basah dan beririgasi teknis sebagai
kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta mengembangkan kerjasama antara
pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka
hijau.

Pemanfaatan wilayah perkotaan dengan memperhatikan pengadaan fasilitas publik diwujudkan
salah satunya dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut Faiz (2019) RTH sendiri
merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang kawasan yang memiliki manfaat tinggi dengan
tidak hanya dianggap sebagai upaya penyeimbangan kualitas lingkungan, tapi juga dapat dijadikan
identitas kebanggaan kota. Syahadat (2018) menambahkan bahwa RTH sendiri merupakan area yang
bersifat terbuka dan ditumbuhi tanaman, baik secara alami maupun sengaja ditanam. Dalam Undang-
Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan juga bahwa wilayah perkotaan
wajib memiliki ruang terbuka hijau dengan proporsi paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan
rincian 20% penggunaan terhadap ruang terbuka hijau publik dan 10% pada ruang terbuka hijau
privat (Setyani et al., 2017).

Pengadaan RTH sendiri tentunya tidak cukup hanya dengan mengandalkan peran dari
pemerintah setempat. Hidayat & Pradana (2020) menegaskan bahwa dalam setiap tahapan proses
pengadaan dan pengembangan RTH diperlukan peran dari seluruh elemen kota, salah satunya adalah
masyarakat. Hal tersebut perlu ditingkatkan agar dapat optimalnya fungsi serta manfaat yang
dihasilkan oleh adanya RTH yang diharapkan kemudian mampu memberikan kontribusi maksimal
bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup (Sinambela, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana peran organisasi masyarakat khususnya peran komunitas pecinta lingkungan
dalam pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Depok. Adapun sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, berita online, dan
website resmi pemerintah. Penelitian ini akan memberikan pandangan serta pernyataan tentang
bagaimana pentingnya keberadaan Komunitas Pegiat Lingkungkan dalam membantu Pemerintah
Kota Depok untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.
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METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisa data kualitatif
deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode menemukan hasil temuan dari memahami makna
dari sebuah penelitian serta dapat memecahkan permasalahan yang terjadi atau memahami suatu
fenomena dengan konsep studi kasus dengan bertujuan untuk membuat deksripsi secara sistematis dan
aktual tentang fakta-fakta dari subjek ataupun objek penelitian (Gumanti et al., 2016). Data yang di
dapat peneliti berasal dari beberapa sumber yang relevan dengan Kkriteria serta topik pembahasan dalam
studi ini di antaranya studi literatur, buku-buku, artikel, Karya llmiah, pendapat para ahli dengan fokus
pada pentingnya peran dari komunitas masyarakat pecinta lingkunan dalam pemenuhan ruang terbuka
hijau di Kota Depok. Kemudian peneliti menggunakan data yang didapat dari media online, Web resmi
pemerintah Kota serta dokumen-dokumen pemerintah yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian
data yang diperoleh akan diolah peneliti dengan menganalisis secara deskriptif dengan menjabarkan
hasil analisis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang Wilayah di Kota Depok

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya kota Depok dilatarbelakangi oleh
berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, faktor tersebut akan membawa perubahan
terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai
wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan
mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang.
Tujuannya agar pembangunan tersebut dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Pertumbuhan suatu
daerah banyak dipengaruhi oleh perkembangan wilayah perkotaan seiring dengan pertumbuhan alami
dan urbanisasi menyebabkan kebutuhan akan tersedianya fasilitas fisik semakin meningkat. Demikian
juga pada Kota Depok dengan pertumbuhan kota yang pesat seiring dengan kondisi geografisnya yang
berdekatan dengan DKI Jakarta memerlukan suatu rencana tata ruang yang mampu mengatasi kondisi
perkembangan Kota Depok yang sedang terjadi saat ini.

Pengadaan lahan RTH sendiri menjadi salah satu indikasi program utama dari Pemerintah Kota
Depok dalam upaya mewujudkan pola ruang kota yang tercantum dalam Pasal 65 ayat 1 Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 (LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK, 2005) (Faiz
Ramadhan & Prima Jiwa Osly, 2019)d. Melihat regulasi yang diterapkan Pemerintah Kota Depok
dalam pengadaan RTH tersebut menjadi sebuah upaya serius pemerintah setempat dalam menjalankan
kewajiban yang diberikan Undang-Undang, bahkan sesuai data yang tertera alokasi proporsi yang
diberikan kepada area publik maupun privat sudah melebih batas minimal yang ditentukan. Disamping
upaya serius yang dilakukan Pemerintah Kota Depok, pada perkembangannya saat ini ketersediaan
RTH di Kota Depok dapat dikatakan menurun yang kemudian mengakibatkan tidak tercukupinya
lahan untuk pemanfaatan RTH, hal tersebut disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan (Sinambela,
2020). Fenomena perubahan penggunaan lahan tersebut pada hasilnya membuat permasalahan bagi
Kota Depok sendiri, yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan.
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Pada perkembangannya, peralihan penggunaan lahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya
pertambahan jumlah penduduk di Kota Depok, sehingga kawasan permukiman, lokasi aktivitas
masyarakat, fasilitas serta utilitas umum yang berpotensi mengganggu luasan RTH kota. Perubahan
tersebut juga dilihat dari bentuk lahan yang awalnya area terbuka menjadi ruang yang tertutup oleh
bangunan (SA’AT, J. A. S. U. R. L. 2014). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Depok sendiri sesuai
data yang disampaikan dalam pikiran-rakyat.com (2020) sampai akhir 2019 yang terdata oleh
Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) diklaim hanya mencapai 11 persen
dari total kewajiban 30 persen sesuai dengan aturan Undang-Undang. Kondisi tersebut dianggap belum
ideal mengingat pengadaan yang sudah dilakukan baru memenuhi 2.200 hektare dari jumlah total
wilayah wajib yang perlu disediakan untuk RTH yaitu sekitar 6.000 hektare, artinya Pemerintah Kota
Depok masih memiliki kewajiban untuk memenuhi RTH seluas 3.800 hektare. Ketidakmampuan
Pemerintah Kota Depok dalam mengadakan kebijakan RTH tersebut diantaranya adalah karena tidak
transparansinya pihak pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Hal serupa juga
disampaikan oleh Alfred Sitorus yang merupakan Koordinator Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Movement dalam metro.tempo.co (2018) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Depok sejauh ini
tertutup dalam memberikan informasi RTH di Kota Depok, hal tersebut dapat dilihat dari sulitnya
untuk mengakses informasi tentang kebijakan pengadaan RTH oleh Pemerintah Kota Depok.

Partisipasi Komunitas Pencinta Lingkungan Kota Depok

Peran komunitas penggiat lingkungan dalam membantu Pemerintah Kota Depok dalam memenubhi
pengadaan RTH ditunjukkan secara langsung melalui kegiatan internal organisasi maupun mengikuti
kegiatan yang diadakan oleh dinas pemerintah terkait, seperti dilaporkan dalam suaradepok.com
(2018) bentuk dukungan tersebut dilakukan oleh beberapa organisasi seperti Sekretariat Bersama
(Sekber) Ciliwing dan Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Depok dengan melakukan kegiatan
penanaman pohon bersama, baik di area pinggir jalan sampai ke area sekitar bantaran kali. Organisasi
tersebut juga sering dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihnan (DLHK) Kota Depok. Tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta
terbentuknya komunitas hijau sesuai pendapat Rini et al. dalam (Prabowoningsih et al., 2018)
merupakan salah satu faktor dari adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau baik di kampung maupun
perumahan formal tertentu. Strategi serta kebijakan Kota Depok dalam memenuhi kebijakan
pengadaan RTH tentunya akan lebih maksimal lagi jika memang mampu bekerjasama baik dengan
pihak organisasi penggiat alam, serta masyarakat setempat.

Forum Komunitas Hijau Kota Depok juga memiliki program bernama Sabuk Hijau, program
tersebut berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
Depok untuk bersama memetakan dan mengidentifikasi wilayah mana saja yang perlu dijadikan sabuk
hijau dengan tujuan membuat asri wilayah tersebut dan sebagai upaya menahan area tebing dari
terjadinya longsor. Partisipasi nyata juga ditunjukkan oleh para komunitas penggiat lingkungan dengan
tetap memantau realisasi kebijakan pengadaan RTH oleh Pemerintah Kota Depok, dalam laporan
republika.co.id (2021) Pemerintah Kota Depok didesak untuk terus dapat berusaha memenuhi RTH
sesuai dengan Undang-Undang sebagai upaya juga dalam menjaga lingkungan di Kota Depok terjaga
dari kerusakan alam, sehingga hak dari lingkungan berupa terciptanya harmoni antar manusia dan alam
dapat terwujud. Komunitas GARBI Depok dengan Forum Komunitas Hijau Kota Depok turut
menegaskan bahwa RTH yang diadakan oleh Pemerintah Kota Depok harus memenuhi standar di
Undang-Undang. Bayu yang merupakan Ketua GARBI Depok menuturkan
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bahwa pelibatan masyarakat dalam membantu pengadaan dan pengelolaan RTH mutlak untuk
dilakukan, dengan harapan masyarakat mampu bersama-sama membangun Kota Depok khususnya
mampu bersama mewujudkan kota yang maju dan lingkungan hijau dengan masyarakatnya yang
bahagia dan ramah.

Etty Suryahati yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota
Depok dalam laporan yang disampaikan suaradepok.com (2018) memberikan himbauan bahwa
penting peran serta dari masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengadaan RTH.
Sinergitas yang dimanfaatkan bersama dengan masyarakat dapat berupa pelaporan terkait pihak-pihak
yang tidak melaksanakan aturan dengan tepat saat pendirian bangunan, terlebih jika melanggar aturan
lainnya seperti memakai sempadan sungai. Tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta
terbentuknya komunitas hijau sesuai pendapat Rini et al. dalam (Sinambela, 2020) merupakan salah
satu faktor dari adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau baik di kampung maupun perumahan formal
tertentu. Strategi serta kebijakan Kota Depok dalam memenuhi kebijakan pengadaan RTH tentunya
akan lebih maksimal lagi jika memang mampu bekerjasama baik dengan pihak organisasi penggiat
alam, serta masyarakat setempat.

Peran komunitas penggiat lingkungan dalam membantu Pemerintah Kota Depok dalam memenuhi
pengadaan RTH ditunjukkan secara langsung melalui kegiatan internal organisasi maupun mengikuti
kegiatan yang diadakan oleh dinas pemerintah terkait, seperti dilaporkan dalam suaradepok.com
(2018) bentuk dukungan tersebut dilakukan oleh beberapa organisasi seperti Sekretariat Bersama
(Sekber) Ciliwing dan Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Depok dengan melakukan kegiatan
penanaman pohon bersama, baik di area pinggir jalan sampai ke area sekitar bantaran kali. Organisasi
tersebut juga sering dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Forum Komunitas Hijau Kota Depok juga memiliki program
bernama Sabuk Hijau, program tersebut berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Depok untuk bersama memetakan dan mengidentifikasi wilayah mana saja
yang perlu dijadikan sabuk hijau dengan tujuan membuat asri wilayah tersebut dan sebagai upaya
menahan area tebing dari terjadinya longsor.

Partisipasi nyata juga ditunjukkan oleh para komunitas penggiat lingkungan dengan tetap memantau
realisasi kebijakan pengadaan RTH oleh Pemerintah Kota Depok, dalam laporan republika.co.id
(2021) Pemerintah Kota Depok didesak untuk terus dapat berusaha memenuhi RTH sesuai dengan
Undang-Undang sebagai upaya juga dalam menjaga lingkungan di Kota Depok terjaga dari kerusakan
alam, sehingga hak dari lingkungan berupa terciptanya harmoni antar manusia dan alam dapat
terwujud. Komunitas GARBI Depok dengan Forum Komunitas Hijau Kota Depok turut menegaskan
bahwa RTH yang diadakan oleh Pemerintah Kota Depok harus memenuhi standar di Undang-Undang.
Bayu yang merupakan Ketua GARBI Depok menuturkan bahwa pelibatan masyarakat dalam
membantu pengadaan dan pengelolaan RTH mutlak untuk dilakukan, dengan harapan masyarakat
mampu bersama-sama membangun Kota Depok khususnya mampu bersama mewujudkan kota yang
maju dan lingkungan hijau dengan masyarakatnya yang bahagia dan ramah. Etty Suryahati yang
merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok dalam laporan
yang disampaikan suaradepok.com (2018) memberikan himbauan bahwa penting peran serta dari
masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengadaan RTH. Sinergitas yang
dimanfaatkan bersama dengan masyarakat dapat berupa pelaporan terkait pihak-pihak yang tidak
melaksanakan aturan dengan tepat saat pendirian bangunan, terlebih jika melanggar aturan lainnya
seperti memakai sempadan sungai.
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KESIMPULAN

Kebijakan pengadaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan khususnya harus disesuaikan
dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 sejumlah 30 persen dari
total luas wilayah, hal tersebut haruslah dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat dengan
pertimbangan perlunya menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan wilayahnya. Data
terakhir Kota Depok sampai pada akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa masih kurangnya Kinerja
pemerintah setempat dalam memenuhi fasilitas RTH, dengan hanya mendapatkan 11 persen
pengadaan tentunya masih jauh dari alokasi yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.
Ketidakmampuan penanganan kebijakan tersebut dinilai dari adanya alih fungsi lahan serta tidak
transparansinya pemerintah dalam memberikan informasi terkait RTH kepada publik. Dalam
pengadaan RTH sendiri dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya peran pemerintah yang menjadi
eksekutor dan pengelola dari kebijakan tersebut, namun perlu juga untuk melibatkan pihak
masyarakat salah satunya. Kota Depok memiliki beberapa komunitas pencinta lingkungan yang
secara langsung berperan secara aktif dalam membantu dan dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan
kebijakan RTH tersebut, peran yang dilakukan berupa gerakan secara langsung seperti penanaman
pohon dan peran sebagai pengawas kebijakan pemerintah dengan memberikan kritik dan saran berupa
desakan untuk memenuhi RTH sesuai Undang-Undang.
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